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ABSTRAK
Dampak negatif yang muncul akibat dari pcmbcril:l
secara serius karena pengaruh yang muncul terhadap masyar
Dampak negatif ini dapat menjadi tidak terkontrol dan mel
merugikan masyarakat dan pers secara luas. Untuk
penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga schingga tidak mengganggu
kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri. Dengan
menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan
menggunakan studi pustaka (/ibrary research) penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah hubungan hukum antara
pemberiataan  pers dengan terjadinya  konflik  serta bagaimanakah
pertanggungjawaban pidana terhadap pers atas pemberitaan yang dapat memicu
konflik di masyarakat. Hubungan hukum antara pemberiataan pers dengan
terjadinya konflik yaitu mengenai faktor psikologis dari jurnalis atau wartawan
yang meliput konflik. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kejelian
wartawan menjadi pilar yang paling menentukan bagaimana media
mendefinisikan masalah atau realitas sosial dalam konflik. Wartawan harus
berhasil menemukan gambar atau berita yang diinginkan oleh publik. Salah dalam
mengambil gambar atau berita dalam sebuah kasus konflik, maka akan berdampak
pada kesalahan pembentukan opini publik. Pertanggungjawaban pidana terhadap
pers atas pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat bahwa dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya diwakili oleh
pimpinan redaksi ataupun korporasi yang bersangkutan. Selain itu, dalam
aplikasinya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga tidak
dapat lepas dari pengaruh KUHP, karena pengaturan tindak pidana pers
mengacu pada aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers Pasal 8 ayat (2) ditambahkan bahwa korporasi dapat dikenakan
pertanggungjawaban pidana dengan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus
juta rupiah).
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BAB IV

PFENUTUP

A, Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya. maka penulis dapat
menarik kKesimpulan sebagai berikut :
| Hubungan hukum antara pemberiataan pers dengan terjadinya konflik

yaitu mengenai faktor psikologis dari jurnalis atau wartawarn yang
meliput konflik. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kejelian
wartawan menjadi pilar yang paling menentukan bagaimana media
mendefinisikan masalah atau realitas sosial dalam konflik. Wartawan
harus berhasil menemukan gambar atau berita yang diinginkan oleh
publik. Salah dalam mengambil gambar atau berita dalam sebuah kasus
konflik, maka akan berdampak pada kesalahan pembentukan opini
publik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pers atas pemberitaan yang dapat
memicu konflik di masyarakat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers hanya diwakili oleh pimpinan redaksi
ataupun korporasi yang bersangkutan. Selain itu, dalam aplikasinya,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga tidak dapat
lepas dari pengaruh KUHP, karena pengaturan tindak pidana pers
mengacu pada aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers Pasal 8 ayat (2) ditambahkan bahwa korporas; dapat
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| ~hesar
dikenakan  pertanggungjuwaba pidana  dengan denda sebe
Rpi00 000 000 (hma ratus juta rupiah).
M saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini

antara lain adalah sebagai beriky, -

. Bagi insan pers, sebaiknya mereka icbih memikirkan lagi dampak
yang mungkin muncul dari pemberitaannya terkait dengan kasus
konflik. Jangan sampai akibat pemberitaannya tersebut malah
menyebabkan munculnya sebuah konflik atau memperbesar konflik.

Oleh  karenanya, seorang pemimpin redaksi atau pihak yang

erwenang lainnya harus memiliki rasa tanggung jawab dan ketelitian
g tinggi dalam memberikan persetujuannya terhadap pemberitaan

¢ keluar tentang kasus konflik.

g-undang yang terkait dengan pers yang ada saat ini, baik
KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
emiliki banyak kekurangan yang menimbulkan ketidakpastian
kebingungan di kalangan penegak hukum, insan pers,

arakat dalam mencermati kasus pelanggaran tindak
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